PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUMBAWA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen
pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk memperoleh
persetujuan bersama,;

.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,
yang diajukan oleh Bupati Sumbawa telah dibahas oleh
Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan
Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Tim
Anggaran Pemerintah Daerah, dan kesimpulan yang diambil
dalam Rapat Paripurna Keempat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sumbawa tanggal 29 Nopember 2023;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa
tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumbawa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Menjadi Peraturan
Daerah.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur;




10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan,

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan,;
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22,

23.

24.

25.

26.

27,

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerabh;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah,;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan
Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerabh,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten Sumbawa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembusan disampaikan kepada:

. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram,;

Yth. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
Yth. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
Yth. Sekretaris DPRD Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar.
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MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN DAERAH.

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 Dberjumlah Rp.2.024.805.987.989,00 dengan rincian
sebagai berikut :

1. Pendapatan Rp.2.019.805.987.989,00
2. Belanja Rp.1.989.713.637.822,00
Surplus Rp. 30.092.350.167,00

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 5.000.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 35.092.350.167,00
Jumlah Pembiayaan Netto (Rp. 30.092.350.167,00)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 29 Alovember 2022

KE’I‘(UA EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ATEN S MBAWA




